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P UT US AN
Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Buol

o
AL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada
tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Cerai Talak antara :

NAMA PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani,
tempat kediaman di Jln. Dipanegoro ,RT. 16 / RW. I,
Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol,,
sebagai Pemohon;
melawan
NAMA TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di JIn. Dipanegoro,
RT. 16 / RW. I, Kelurahan Leok II ,Kecamatan Biau,
Kabupaten Buol, saat ini tidak diketahui alamatnya di
wilayah Indonesia (Gaib), sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Juli

2019 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol pada hari itu juga
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dengan nomor perkara 87/Pdt.G/2019/PA.BUOL, telah mengemukakan alasan-alasan
sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari
Rabu Tanggal 19 Januari 2011 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten
Buol yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Biau Kabupaten Buol berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor
33/33/1/2011 tertanggal 27 Juni 2019
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah sendiri di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten buol selama 8
Tahun 6 Bulan bersama di rumah sampai berpisah.
3. Bahwa kini rumah tanggal antara Pemohon dengan Termohon telah
mencapai 8 Tahun 6 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami
isteri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), serta telah
dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

1) NAMA ANAK I

2) NAMA ANAK II
4. Bahwa sejak tanggal 22 Juli 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon
dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit
untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

a. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina Pemohon;

b. Termohon Tidak menjalankan keawajibannya sebagai istri

c. Termohon Meninggalkan Rumah tanpa pamit dan tidak pulang-pulang

hingga saat ini
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5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya untuk
merukunkan, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan
Termohon;

6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 22
Juli 2018 Mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama,
selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui
alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain
menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada
teman-teman dekat Termohon namun mereka tidak mengeathui secara persis
keberadaan Termohon;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit
dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh
melanggar norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon

untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon:
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2. Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Buol;

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :
Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon

telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, untuk itu
dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap
dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan,
maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud
oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap
berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon pada setiap
persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan karenanya persidangan
dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan
oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak

memberikan jawaban maupun sanggahan, karena sejak awal pemeriksaan perkara ini
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Termohon tidak pernah hadir di persidang meskipun kepadanya telah di panggil secara
resmi dan patut, untuk sidang dilanjutkan ketahap pembuktian Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Pemohon tidak mengajukan bukti apapun, meskipun kepadanya telah diberikan
kesempatan pada sidang berikutnya untuk mengajukan alat bukti, namun Pemohon
malah tidak hadir dalam peridangan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian
yang integral dan tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana
telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan pihak yang berperkara sebagaimana
yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-
sungguh menasehati Pemohon agar dapat hidup rukun dan membina kembali rumah
tangganya dengan Pemohon pada setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak
berhasil,

Menimbang, bahwa dalam permeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah

hadir di persidangan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa proses Mediasi
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sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat
permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana yang
dimaksud oleh ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon
dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum
dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan
mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Pemohon berdomisili dalam
wilayah hukum Pengadilan Agama Buol, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1)
huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 1 huruf
(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, maka Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan cerai serta
Pengadilan Agama Buol berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a
quo;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon tidak hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan oleh karena

permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka dengan mengacu pada ketentuan

Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.BUOL Hal 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ke tahap pembuktian
tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap
pembuktian, bukan berarti Pengadilan hendak mengabaikan, mengenyampingkan, atau
memasung hak-hak Termohon, atau menyalahi azas audi et alteram partem dan azas
persamaan (equality) baik itu kesamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan di
persidangan (equal before the law), hak perlindungan yang sama oleh hukum (equal
protection on the law), maupun hak mendapat perlakuan yang sama di muka hukum
((equal justice under the law), karena proses pemeriksaan ini telah melalui tahapan-
tahapan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pokok pugatannya, Pemohon mendalilkan bahwa
Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 19 Januari 2019
dan telah hidup rukun layaknya suami isteri serta telah dikaruniai dua orang anak,
namun sejak tanggal 22 Juli 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun
dan harmonis lagi karena Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar atau menghina
Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, serta Termohon
meninggalkan rumah tanpa pamit dan tidak pulang hingga sekarang, sehingga Pemohon
dan Termohon hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak
mengajukan jawaban karena sejak awal perkara ini disidangkan Termohon tidak pernah
hadir di persidangan, maka berdasarkan fakta (presumption of fact/praesumptiones
facti) tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat patut diduga Termohon telah
mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan dengan sendirinya pula Termohon telah
melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas permohonan Pemohon

di persidangan, hal ini sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab
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Ahkam al Qur'an li Al Jashash Juz 8 hal. 201 Karangan Ahmad bin Ali Al Maknafi Abi
Bakar Ar Razi Al Jashash yang Majelis Hakim ambil alih menjadi pertimbangan yang

bunyinya sebagai berikut;

el pbu;nlamjlplS?uopSL?D ! W&o )0
aJ 3>V ollbge

Artinya : " Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa dipanggil untuk menghadap
hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia
termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Pemohon sebagaiman
diuraikan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok
permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Pemohon dan
Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang bersifat terus menerus sehingga sulit untuk disatukan lagi ?;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dinilai oleh Majelis hakim secara
tidak langsung telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon telah
melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas permohonan Pemohon
di persidangan, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan
dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana didalilkan
Pemohon dalam posita permohonannya, serta untuk menghindari kemungkinan
terjadinya persepakatan cerai (agrreement to divorce) yang bertentangan dengan prinsip
mempersukar terjadinya perceraian yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan sebagaimana penjelasan umumnya poin 4 huruf (e), untuk itu
Pemohon tetap dibebani wajib bukti (burden of proof);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai

alasan perceraian, Pemohon tidak mengajukan bukti apapun, meskipun kepadanya telah
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diberikan kesempatan pada sidang berikutnya untuk mengajukan alat bukti, namun
Pemohon malah tidak hadir dalam peridangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mengajukan alat bukti
untuk membuktikan dalil-dalii permohonannya, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan,
dan karenanya permohonan Pemohon sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana yang dimaksud oleh
ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Buol pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 Masehi bertepatan dengan
tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami Nurmaidah, S.H.I., M.H. sebagai
Ketua Majelis, Wahab Ahmad, S.HI., SH., MH. dan Muhammad Jalaluddin, S.Ag,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-
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hakim anggota serta Syaufil Akhyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya

Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis
Ttd. Ttd.
Wahab Ahmad, S.HI., SH., MH. Nurmaidah, S.H.I., M.H..
Ttd.
Muhammad Jalaluddin, S.Ag Panitera Pengganti
Ttd.

Syaufil Akhyar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. BiayaATK :Rp. 50.000,-
3. Biaya : Rp. 320.000,-
Panggilan
4. PNBP :Rp. 20.000,-
Panggilan
5.  Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu

rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Buol

Drs. Arifin.
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